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BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA LEMBAGA KEUANGAN
DAN NON KEUANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan
perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan
pelayanan dan = kesejahteraan  masyarakat  serta
meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penyertaan modal
pada Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non
Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
Tbk.;

bahwa guna lebih meningkatkan dan memperkuat struktur
permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian
Daerah serta dalam mendukung akses layanan keuangan
yang bersumber dari Program Hibah The Development Of
Integrated Farming System in Upland Areas Project
(UPLAND), diperlukan penambahan modal melalui
penyertaan modal Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga
Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk.,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan



Mengingat

Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga
Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk., sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada
Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya, dan PT.Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga
Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, dan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk.;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10
Tahun 2009 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2016 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non
Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,
dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten, Tbk. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non
Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,
Tbk. (Lembaran Daerah  Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6
Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Lembaga Jasa Keuangan Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perusahaan Perseroan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:



Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA, DAN PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya pada Lembaga Keuangan dan Non Keuangan Milik
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Pada Lembaga
Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, dan angka 6 diubah, dan
angka 7 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu
angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang
belum terpisahkan baik berwujud uang atau barang yang
melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin,
inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak
lainnya.



10.

11.

12.

Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah adalah
Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari PT.Bank
Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar, dan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang
seluruh atau sebagian besar saham/modalnya dimiliki
oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan daerah yang terpisahkan.

Dihapus.

Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau
penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah
dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai
dengan uang, yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar
kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan,
sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah.

Tahun Anggaran adalah pelaksanaan APBD yang dimulai
dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun
berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

Program Hibah The Development Of Integrated Farming
System in Upland Areas Project yang selanjutnya disebut
Program UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran
tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan
budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian
yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik
Indonesia.

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu
huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Penyertaan modal daerah pada Lembaga Keuangan, dan

Non Keuangan Milik Daerah adalah untuk:

a. meningkatkan daya saing;

b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;

c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat;

d. meningkatkan dan mendukung perkembangan usaha
mikro dan kecil yang bersifat dinamis yang tangguh;

e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan

f. meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha
tani, khususnya kelompok sasaran program UPLAND,
dalam rangka mengurangi angka kemiskinan



(2)

perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah,
serta mewujudkan matapencaharian yang
berkesinambungan.
Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan
akuntabel.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Cipatujah Jabar Perseroda dalam bentuk uang
sebesar Rp20.737.500.000,00, (dua puluh miliar tujuh
ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2012 sebesar Rp5.650.100.000,00 (lima miliar
enam ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

b. Tahun 2013 sebear Rp1.849.895.000,00 (satu miliar
delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan
ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

c. Tahun 2014 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

d. Tahun 2016 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah);

e. Tahun 2017 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar
lima ratus juta rupiah);

f. Tahun 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah);

g. Tahun 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah).

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikurangi dengan jumlah penyertaan modal yang sudah
disetor sebesar Rp16.000.000.000,00, (enam belas miliar
rupiah) sehingga kewajiban penyertaan modal menjadi
sebesar Rp4.737.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pemenuhan kewajiban Penyertaan modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dipenuhi sampai dengan tahun

anggaran 2026.

Penyertaan modal kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat

Cipatujah Jabar Perseroda berasal dari hibah UPLAND

sebesar Rp4.737.500.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga

puluh tuyjuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mengurangi
jumlah modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 25 Juli 2024

BUPATI TASIKMALAYA,
ttd

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd

H. MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT: 5/72/2024

Salinan-sesuai dengan aslinya
Kepal?/Bé\igian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PADA LEMBAGA KEUANGAN
DAN NON KEUANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

L

UMUM

Dalam wupaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian daerah, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan
asli daerah, diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal
Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cipatujah Jabar
Perseroda.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan
Rakyat Cipatujah Jabar Perseroda berasal dari Program Hibah The
Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project (UPLAND,).
Program UPLAND adalah Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu
di Daerah Dataran Tinggi yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan
perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik
dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan
produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi
melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem
agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam
pengelolaan program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang
berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian
dan Daerah.

Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong
untuk mendukung keberlanjutan program UPLAND. Dukungan akses
terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program
UPLAND.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menyebutkan dalam Pasal 304 bahwa “Daerah dapat
melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau
BUMD?”. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD,
khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan untuk mendukung
program UPLAND.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah/BUMD, menyebutkan bahwa penyertaan modal
BUMD dapat diprioritaskan dalam rangka penambahan modal BUMD.
Penambahan modal BUMD dilakukan untuk (a) pengembangan usaha; (b)
penguatan struktur permodalan; dan (c) penugasan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang menetapkan Peraturan Daerah tentang



Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada Lembaga
Keuangan dan Non Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 5



